PEMERINTAH KABUPATEN BEONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 8 TAHUN Z005

TENTANG

PEMBENTUKAM ORCANISAS| DAN TATA KERJA

DINAS PERIKANAN DAN IKELAUTAN KABUPATEN BONE BOLANGO

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI BONE BOLANGO,

bahwa untuk melaksanakan %etentuan Pasal 128 ayat (1)
Undang-'Jndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah
ditetapkan dalam Peraturan Caerah dengan memperhatikan
faktor-fakicr tertentu dan berpedoman pada Peraturan

Pemerintah;

pahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu mernkentuk Peraturan Daerah tentang
Pemberitukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan

Kelautan Kabupaten Bone Bolango;

Undang-Undang Nomior 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor £35, Tambahan Lermbaran Negara Republik
Indonesia Womor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nonior 3890);

Undang - Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelcnggaraan Nogara  vang Bersih dan Bebas dari

Rorupsi, Kolusi dan Nepotisme (l.embaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 1999 Noror 75, Tambahan Lemoaran Negara
Republik Indoriesia Nomor 3851);
Undang-Undarg Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembantukan
Provinsi Gorentalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 WNomor 258, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nemor 4060 ),

Undang-Undany Nomor € Tahun 2003 tentang Fembentukan
Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 26, Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4269);

Undang-Undang Nemeor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2204 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republilc Indenesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimena teleh diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005
( Lembaoran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78,

Tambahan Lemoaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

Undang-undang Nomor 33 Tahur 2004 tentang Perimbangan
Keuangan artara Pemerintah Pusat dan Perncrintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2204 Momor 126,

Tambahan Lenrbaian Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturari Femerintah Nomeor 25 Tahun 2000, tentang
Kewenangan Pemrearintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Ctonom (Lembkaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2000 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952):

Peraturan Pemerintah Momor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman
Organicas. Perangkat Ceerah (Lembaran Neygara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahzn Lembaran Negara
Republik Irdonesia Nomor 4262}
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : - PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BONE
BOLANGO

BAE |
KETENTUAN UMUM

A

Pasal °
Dalam Peraturan Daerah ini yanyg dimaksud dengan :
i Daerah adalah Daerah Otcenom [(abupaten Bone Bolango.

2. Pemerintah Dazrah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai Unsur penyelenggar: Pemerintahan Daerah
Kzbupaten Bore Bolango.

3. Dewan Perviakilan Rakyat Daera’. selanjutnya disebut DPRD
adalah Lembags P2rwaki'an Rakyat Daerah sebagai Unsur
penyelenggara Pemerinlahan Daerah Kabupaten Sone
Bolango.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh Pemerirtah Daerah dan DPRD menurut
asas oionomi dan tugas pembantuan dengan  prinsip
otonumi seluas-iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Repunlik Indonesia setagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesie Tahun
1945.

5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.

€.  Sekretaris Daerah adalah Sekreturic Daerah Kabupaten Bone
Bolango.

7. Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke
Daerah menurut peraturan perundang-undangan;

8. Dinas adalah Dinas Pzrikanan dan Kelautan Kabupaten Bone
Bolango.

9. Kepala Dinas adalah Kepaia Dinas Perikanan dan Kelautan
Kabupaien Bone Bolango.
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(1).

BAB Il
KEDUCUKAN TUGAS DAN FUNCSI

Pasal 2

Dinas merupanan unsur palaksana ntonomi daerah yeng dipimpin
olen seorang Kepala yang berada 3. bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Dacrah.

Pasal 3

Dinas mempunyal tugas melaksanakan kewenangan otonomi

dacrah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimanz Jdimaksud fada
Pasal 3 diatas Dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai cdengan lingkup kerjanya;
b. Pemberian pericinan dan nelaksanaan pelayanan umum, dan

c. Pembinaan (erhadap Unit Peleksana Teknis Dinas dalam
lingkup kerjarya.
BA.B IlI
ORGANISASI

Pasal &
Organisasi Dines Perikanan dan Kelautan terdiri atas :
a. Kepala Oinas;
b. Bagian Vata Jsaha,;
c. Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap;
d. Bidang Usaha Perikanan;
e. Bidang Buci Daya Perikanan;
f. Unit Pelaksena Teknis Dinas; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organizasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana
tercantum pada lampiran Paraturan Daeizh ini .

Pasal 6

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

a.

b.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

Sub Bagian Program dan Keuangan.






Pasal 7

Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap leidiri atas :

a. Seksi Tekologi Sarana dan Prasarana; dan

h. Seksi Pengendalian Lingkungan dan Jasa Kelautan.
Pasal 8

Bidang Usaha Perikanan terdiri atas :

a. SeksiBina Usaha, Mutu, dan Pemasaren; dan

b. Seksi Perizinan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Pasal 9

Bidang Budi Daya Perikanan terdiri at4s :

a. Seksi Teknologi Sarana dan Prasarana; dan

b. Seksi Pembeniban, Pengenaalian, Hama Penyakit dan

Lingkungan.
Pasal 10
Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Bagian Tata Usaha, Bidang -
bidang, Seksi-seksi ditetapkan dengan Peraiuran Kepala Daerah.

Pasal 11

(1) Pada oigarisasi Dinas dapat <ibantuk 1 (satu) atau lebih Unit

Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Pembentukar Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas dan
memenuhi kriteria serta Peraturan perundang-undangan yang

beriaku.

(3) Pembeniukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan tersendiri

derigan Peraturan Daerzh.
Pasal 12

(1) Pada organisasi Dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil

dalam kelommunk Jabatar, Fungsional.

(2) Kelempok Jabatan Fungsional ma2mpunyai tugas melaksanakan

tugas-tugas sasuai dengan keahlian dan kebutuhan
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Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpn oleh seorang tenaga
fungsional venior yang berada di bawan dan bertaniggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(2) Kelompok Jabatar fungsional dapat dibagi atas kelcrnpok dan sub-

sub kelompok sesuai kebutuhan.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional citentukan berdasarkanr sifat, jenis dan

beban kerja.

(4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional diiaksanakan sesuai

dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Unit Pelaksana Teknis
Dinas dan welon:pok .Jabatan fungsional wajib menryelenggarakan
koordinasi, integrasi dan zinkionisasi baik dalam lingkungan
masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas

masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi daiam lingkungan Dinas

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas
berkewajiban meinberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan
pekerjaan unsur -unsur pembantu pelaksana yang berada dalam

lingkungan kerjar.ya.

(4) Dalam melaksanarar. tugasnya Dinas wajib menyelenggarakan

koordinasi secara fungsional dengan ba k.

Pasal 15

(1) Kepala Dinas meliaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan

yang ditetapkan o'ch Bupat..

(2) Kepala Dinas berkewajiban membarikar peturjuk, membina dan
mernbimbing serts mengawasi pekerjaan unsur - unsur pembaniu

dan pelaksana dillngkungan Dinas.
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BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasz: 16

‘1) Kepala Dinas ciangkat dan diberherntikan oleh Kepala Daerah atas

usul Sexretziis Daerah.

(2.) Pejapat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas diang«at dan

diberhentikan sesuai dengan Peraturan nerundang-undangan.

(3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur

sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BARB VI
PEMEIAYAAN
Pasai 17

Segala biaya yang timbul akibat peiaksanaan Peraturan Daerah ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

BAE VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daeciah ini, Keputusan Bupati Bone
Bolango Nomor 2 Tahun 2003 tentarg Pernbentukan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bone Bolango dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasa! 13

Hal-hal yang belum diatur dan / otau pelum cukup diatur dalam
Peraturan Daerah ini akan diatur cengan Peraturan dan / atau

Keputusan Kepzla Daerah.
Pasai 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2005

diundangkan.






Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya daiam Lembaran Daerah

Kabupaten Bone Bolango

Citetapkan di Suwawa

- pada tanggal 18 Juli 2C05
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN 30ME BOLANGO
NOMOR 8 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKXAN ORCANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN BONE BCLANGO
. UMUM

Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesaiutan Republik Indonesia menurut
Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah, memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk
menyelenggarakan Otonomi Daerah yang 'ebih ditekankan pada prinsip-prinsip
Dernokrasi, peran serta rnasyarakat. pemeratzan keadilan, serta dengan
memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi
perkemoangan keacaan serta tantangan dan perszingan ylobal, maka daerah dalam
menyelenggaralcan Otonomi Daerah harus didukurg dengan kewenangan yang luas,
nyata, dan bertanggung jawab secara profesional yang diwnujudkan dengan

pengaturan dan pembagian Surber Daya dan Potensi yang ada.

Bahwa herdasarkan kewenangar vang diatur aaiam Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahian Daerah dan “eraturan Perundang-undangan
lainnya, maka Daerah Ctonom Kabupaten Bone Bolango dalam membentuk Dinas
Perikanan dan Kelautan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai
tugas memboantu Bupati dalam melaksanikan tugas penyelenggaraan

Pemerintahan,administrasi, organisasi dan tata laksoria.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah malka susunan Organisasi perangkat
daerah ditetapkan dalam Peraturan Caerah dengan memperhatikan faktor-faktor
tertentu dan berpedoman pada Peraturan P<merintah, dan berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang dielaborasi diatas,
Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Dacrah tentang Pembentukan Organisasi

dan Taty KarjJa Dinas Porikanan dan Koelautan kabupaton Bone Bolango,
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|. PASAL DEMI PASAL

Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasa

Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pésal
Pasal

Pasal

1

Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup

Cukup
10

Cukup
11

Cukup
12

Cukup
1o

Cukup
14

Cukup

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

-jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.
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Pasal 15

Cukup jzlas.

Pasal 13

Culup jelas.

Pasal 17

Chkup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.






STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATZN BONE BOLANGU

KEPALA DINAS
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